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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan Fatwa DSN tentang Pembiayaan
Musyarakah Perspektif Fikih. Ini merupakan penelitian pustaka. Dalil-dalil dalam fatwa DSN
penulis kaji hubungannya dengan ketentuan isi fatwa. Pasal-pasal dalam ketentuan fatwa
dikaji perspektif pendapat-pendapat fukaha. Dengan demikian diketahui kecenderungan fatwa
terhadap berbagai mazhab fikih. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah termasuk
syirkah amwal karena mengharuskan masing-masing pihak untuk berkontribusi dana dan
tergolong syirkah 'inan karena pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, tidak harus sama.
Pengertian musyarakah dalam DSN yang menetapkan pembagian kerugian sesuai kesepakatan
berbeda dengan kesepakatan fukaha bahwa pembagian kerugian sesuai dengan proporsi
modal masing-masing mitra. Ketentuan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah dalam
hal pembagian keuntungan sesuai dengan mazhah Hanafi dan Hanbali, yakni sesuai
kesepakatan para pihak, berbeda dengan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyyah yang
mengharuskan sesuai proporsi modal masing-masing. Ketentuan Fatwa DSN tentang
Pembiayaan Musyarakah yang mengharuskan masing-masing mitra untuk berkontribusi kerja
berbeda dengan kesepakatan ulama mazhab yang membolehkan salah satu mitra untuk pasif
dalam pekerjaaan. Ketentuan dalam Fatwa DSN ini sulit untuk dipenuhi oleh pihak bank

syariah karena terbatasnya pegawai jika banyak nasabah yang diberi pembiayaan musyarakah.

Key Words: fatwa, fikih, musyarakah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.
Prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah adalah sebagaimana
difatwakan oleh Majlis Ulama Indonesia. Lembaga di MUI yang secara khusus
menangani Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), termasuk bank syariah adalah Dewan
Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan
olen DSN bersifat mengikat bank-bank Syariah. Hal ini karena UU Nomor 21 tahun
2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 mewajibkan kegiatan usaha dan/atau
produk dan jasa syariah, tunduk kepada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud
yaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

DSN MUI telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan
operasional bank syariah. Fatwa-fatwa tersebut antara lain fatwa tentang Giro,
Tabungan, dan Deposito untuk produk pendanaan. Sedangkan untuk produk
pembiayaan antara lain Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan
Pembiayaan musyarakah.

Produk-produk bank syariah yang khusus membedakan dengan produk bank
konvensional adalah produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan sistem bagi
hasil keuntungan harus sama-sama dinikmati dan kerugian harus sama-sama ditanggung
oleh bank dan nasabah. Hubungan antara nasabah dan bank syariah bukan sebabgai

debitur dan kreditor, malainkan hubungan mitra bisnis." Produk-produk bank syari’ah

! Mohsin S. Khan, “Islamic Interest-Free Banking: aTheoretical Analysis,” dalam Mohsin S. Khan
dan Abbas Mirakhor (ed.), Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance (Houston, Texas: The
Institute for Research and Islamic Studies, 1987), h. 24.
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yang sejalan dengan sistem profit and loss sharing adalah mudharabah® dan
musyarakah.®

Musyarakah telah menjadi salah satu produk pembiayaah di perbankan syariah.
Pembiayaan Musyarakah telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional dengan
FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Musyarakah. DSN mendefinisikan musyarakah sebagai "akad kerjasama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko
akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan." Berdasarkan pengertian ini
maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, bukan sesuai proporsi modal. Akan tetapi
dalam ketentuan pembagian keuntungan, sistem pembagian keuntungan menjadi tidak

jelas. Dalam hal pembagian keuntungan fatwa DSN menetapkan:

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan
dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar
seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang
ditetapkan bagi seorang mitra.

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah
tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

Ketentuan pada ayat (1) dan (2) ini menjadi tidak jelas apakah pembagian

keuntungan manganut sistim berdasarkan kesepakatan ataukan proporsional sesuai

proporsi modal.

> Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama
menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dari kerja sama ini
dibagi menurut kesepakatan, sedangkan jika mengalami kerugian, sepenuhnya ditanggung pemilik modal
selama kerugian itu bukan akibat kelalain si pengelola. Lihat Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syari’ah
dari Teori ke Praktek, cet. V (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 95.

® Musyarakah adalah kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko
akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lihat Ibid. h. 90.
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Dalam hal pembagian kerugian, terdapat kontradiksi antara definisi dan
ketetapan tentang pembagian kerugian. Dalam definisi dinyatakan bahwa musyarakah
adalah "akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di
mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."
Berdasarkan definisi ini maka pembagian kerugian berdasarkan kesepakatan, bukan
berdasarkan proporsi modal. Sedangkan dalam ketentuan pembagian kerugian, DSN
menetapakan "Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut
saham masing-masing dalam modal.” Berdasarkan ketentuan ini maka kerugian dibagi
berdasarkan proporsi modal masing-masing mitra, bukan berdasarkan kesepakatan
sebagaimana dalam definisi musyarakah.

Definisi musyarakah di atas mengharuskan masing-masing mitra untuk
berkontribusi dana tanpa menyinggung kontribusi pekerjaan masing-masing mitra.
Sedangkan ketentuan tentang Pihak-pihak yang berkontrak bagian b berbunyi: "Setiap
mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja

sebagai wakil." Selanjutnya dalam syarat kerja, fatwa DSN menetapkan:

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan
musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.
Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan
wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus
dijelaskan dalam kontrak.

Ketentuan DSN yang mengharuskan setiap mitra untuk berkontribusi kerja
dalam usaha musyarakah sulit diwujudkan dalam pembiayaan musyarakah antara bank
syariah dan nasabah. Sangat sulit bahkan mustahil bank syariah untuk berkontribusi

kerja pada setiap pembiayaan musyarakah yang diberikan.  Syarat ini dapat
3



menyebabkan pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan bank syariah menjadi tidak
sah karena ketiadaan kontribusi keja pihak bank syariah.

Adanya kontradiksi mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dalam fatwa
DSN tentang Pembiayaan Musyarakah, serta sulitnya kontribusi kerja diperuhi oleh
bank syariah berdasarkan fatwa tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji Fatwa
DSN tentang Pembiayaah Musyarakah perspektif Fikih.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fikih terhadap Fatwa DSN tentang Pembiayaan
Musyarakah.
C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan Fatwa DSN tentang Pembiayaan

Musyarakah Perspektif Fikih.



D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini masuk kategori penelitian Il: pemecahan masalah pembangunan.
Penelitian ini secara teoretis akan memberikan jalan keluar dari kontradiksi dan
kesulitan implementasi dari Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah. Secara
Praktis penelitian ini dapat memberikan panduan pada praktisi perbankan syariah agar

bebas dari kontradiksi dan mudah dalam implementasi.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
. Kesimpulan
Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah termasuk syirkah amwal karena
mengharuskan masing-masing pihak untuk berkontribusi dana dan tergolong syirkah
‘inan karena pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, tidak harus sama.
Pengertian musyarakah dalam DSN yang menetapkan pembagian kerugian sesuai
kesepakatan bertentangan dengan kesepakatan fukaha bahwa pembagian kerugian
sesuai dengan proporsi modal masing-masing mitra.
Ketentuan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah dalam hal pembagian
keuntungan sesuai dengan mazhah Hanafi dan Hanbali, yakni sesuai kesepakatan
para pihak, berbeda dengan pendapat Malikiyah dan Syafiiyyah yang
mengharuskan sesuai proporsi modal masing-masing.
Ketentuan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah yang mengharuskan
masing-masing mitra untuk berkontribusi kerja berbeda dengan kesepakatan ulama
mazhab yang membolehkan salah satu mitra untuk pasif dalam pekerjaaan.
Ketentuan dalam Fatwa DSN ini sulit untuk dipenuhi oleh pihak bank syariah
karena terbatasnya pegawai jika banyak nasabah yang diberi pembiayaan

musyarakah.

. Saran

Peneliti menyarankan kepada DSN agar merevisi pengertian musyarakah menjadi

"akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan
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dibagi sesuai kesepakatan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan proporsi
modal masing-masing mitra.

Peneliti menyarankan kepada DSN akar ketentuan tentang keuntungan dibagi sesuai
kesepakatan ditegaskan kembali dalam pengaturan tentang pembagian keuntungan.
Peneliti menyarankan kepada DSN agar membolehkan salah satu mitra untuk pasif
pekerjaan sedangkan yang lain aktif sebagaimana kesepakatan para fukaha agar
fatwa ini dapat diimplementasikan dengan mudah oleh para bankir syariah.
Penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian ini dapat diperkaya dengan
penelitian lapangan pada implementasi pembiyaan musyarakah di perbankan

syariah.
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